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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONES

NOMOR : 38 TAHUN 2016
TENTANG

YAH
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALl

DDI LOMBO'NA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

idi drasah
bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pe“d'd'k:r';k;?amelalui
yang bemmutu, perlu memberikan kesempatan maS)I'( adrasah
organisasi berbadan hukum untulé_dr:r;enyelenggara an
sesuai dengan standar nasional pendidikan; .
bahwa mgasa berlaku izin operasional/pendirian mﬁd:)ai:?h
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah ha 'r'a -
bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampir ak
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan Izl
endirian/operasional madrasah;
gahwa ben%asarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Keputusan Menter
Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Aliyah DDI
Lombo'na ;

Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5670) ;

PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

2013 tentang
Peraturan Menteri Agama Nomor 90( Bzaﬁ't‘:"Negara Republik

Penyelenggaraan Pendidikan Mad)rilt"ah

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382); Tahun
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Is_lqm N%“%"r;::hs Yang
2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian a
Diselenggarakan oleh Masyarakat; ahun
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 58?95.3 anirian
2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan .Iz".‘ Pendirian
Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Ime terangan
Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Ke

Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah:

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN|IZ|N
PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH DDI LOMBO'NA
Memberikan perpanjangan izin pendirian /operasional madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. _
Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal /2 Juli 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,

99703 1 023




LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 316 TANGGAL1A JULI 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
DOI LOMBO'NA,

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN EZIN PENDIRIAN

) Lm Madrasah | Madrasah Akyah DDI Lombe'ng

2 | Nomer Statistik Madrasah 131 2 76 05 0002 B )

3  Alemal Madrassh Jalan Paros Majena Marmuju KM 70
Daua | Kelurahan Tubo

Kecamalan Sendana

Kaobupsatan | Kota Majene

| Provingl Sulswes: Barat

4 | Nama Qrganisas: Penysienggam | Yayasan DD Cabang Lomba'na

5 .ﬂ-.k_la Motarls Organisasi
Panyslengonra Momar - 01 Tanggal 02 Jul 20012

6 Pengesahan Akla Notans MNemor AHU-TEZD AH 01 04 Tahun 2012
Crganisasi Panyelenggam

an MENTER| AGAMA REFPUBLIE INDDMNESIA
KEFALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA,
PROVINS! SULAWESI BARAT,

1 199703 1 023




